
 

BUPATI SIDOARJO 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

PERATURAN BUPATI SIDOARJO 

NOMOR 76 TAHUN 2021 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2018 

TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI SIDOARJO, 

 

Menimbang : bahwa dalam rangka penyempurnaan beberapa ketentuan dalam 

Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tambahan 

Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Sidoarjo, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 

tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah           

di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo; 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan 

Daerah  Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang 

Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah 

Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang            

Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah 

Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa 

Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogyakarta 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286);  

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia  Nomor 5234), sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5494);  



5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan   

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  

Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 

tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);  

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6322);  

8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin 

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6718);  

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri   

Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018      

Nomor 157); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo 

Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Sidoarjo Nomor 70), sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6      

Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 

Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 

Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Sidoarjo Nomor 88);  

11. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 tentang 

Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah                         

di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah 

Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 6), sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo 

Nomor 52 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas 

Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 tentang 

Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah                        

di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah 

Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 53);  



 

 

MEMUTUSKAN: 

   

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS 

PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG TAMBAHAN 

PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN 

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO. 
 

Pasal I 

Ketentuan Pasal 19 dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 6 

Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil 

Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Berita 

Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 6), sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati 

Sidoarjo Nomor 52 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas 

Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tambahan 

Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 

Nomor 53), diubah sebagai berikut :  

                   

Pasal 19 

(1) Nilai capaian kinerja tribulan 1, 2, dan 3 diperoleh dari nilai 

realisasi pencapaian target Indikator Kinerja Individu (IKI) pada : 

a. Perjanjian Kinerja (PK); 

b. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP); atau 

c. Data Realisasi pada data e-monev. 

(2) dihapus 

(3) dihapus 

(4) dihapus 

(5) Nilai Capaian Kinerja Tribulan 4 diperoleh dari nilai realisasi 

pencapaian target Indikator Kinerja Individu (IKI) pada : 

a. Perjanjian Kinerja (PK); 

b. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP); atau 

c. Data Realisasi Kinerja pada data e-monev, 

untuk penilaian realisasi kinerja 1 (satu) tahun. 

(6) Faktor Koreksi Nilai capaian Kinerja : 

a. Nilai capaian kinerja lebih dari 90 %, maka skor Nilai Capaian 

Kinerja adalah 100 %; 

b. Nilai capaian kinerja lebih dari 80 % sampai dengan 90, maka 

skor Nilai Capaian Kinerja adalah 90 %; 

c. Nilai capaian kinerja lebih dari 70 % sampai dengan 80 %, 

maka skor Nilai Capaian Kinerja adalah 80 %; 

d. Nilai capaian kinerja lebih dari 60 % sampai dengan 70 %, 

maka skor Nilai Capaian Kinerja adalah 70 %; 

e. Nilai capaian kinerja lebih dari 50 % sampai dengan 60 %, 

maka skor Nilai Capaian Kinerja adalah 60 %; 

f. Nilai capaian kinerja lebih dari 40 % sampai dengan 50 %, 

maka skor Nilai Capaian Kinerja adalah 50 %; 

g. Nilai capaian kinerja lebih dari 30 % sampai dengan 40 %, 

maka skor Nilai Capaian Kinerja adalah 40 %; 

h. Nilai capaian kinerja lebih dari 20 % sampai dengan 30 %, 

maka skor Nilai Capaian Kinerja adalah 30 %; 

i. Nilai capaian kinerja sampai dengan 20 %, maka skor Nilai 

Capaian Kinerja adalah 20 %. 

 



Pasal II 

 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

 

 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Sidoarjo.  

 

      Ditetapkan di Sidoarjo 

      pada tanggal 1 November 2021.  
 

               BUPATI SIDOARJO, 

         
ttd 

         
        AHMAD MUHDLOR 

 

 

Diundangkan di Sidoarjo 

pada tanggal 1 November 2021 

  

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN SIDOARJO, 

  

  

ttd  

  

ACHMAD ZAINI 

  

  

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021 NOMOR 77 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
NOREG PERBUP :  76 Tahun  2021 

 


